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1.1  Latar Belakang

Hampir semua Negara menarik pajak dari rakyatnya, sebagai wujud kegotong
royongan warga Negara dalam pembiayaan Negara, demikian juga Indonesia. Pada
era orde baru yang lalu tumpuan pendanaan pembiayaan Negara dan pembangunan
berasal dari minyak dan gas dan pinjaman luar negeri, tetapi sekarang tumpuannya

bergeser ke sektor pajak.

Penerimaan pajak merupakan penyumbang utama terhadap penerimaan
Negara, sebagai ilustrasi dalam tahun 2007 jumlah yang disumbang pajak sebesar
Rp. 609 trilyun dan saat ini (tahun 2009) lebih dari 70% atau Rp. 725 trilyun
penerimaan Negara berasal dari pajak. Oleh karena itu tampak jelas bahwa pajak

merupakan soko guru penerimaan Negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah penyumbang terbesar
PDB Indonesia. Pada tahun 2008, kontribusi UMKM mencapai 53,6% dari PDB
nasional. Sementara itu, pada tahun 2009, kontribusi UMKM telah naik menjadi
55,6% dari PDB. Kontribusi ini diberikan oleh 49,8 juta unit usaha UMKM tahun
2008 dan 51,3 juta unit usaha UMKM tahun 2009. Secara kuantitas, untuk tahun
2009, 95,58% unit usaha tersebut merupakan usaha mikro, 1,01% merupakan usaha

kecil, dan 0.05% berupa usaha menengah.

Koperasi dan UMKM sebagai pelaku usaha produktif yang memiliki
penghasilan jumlahnya demikian besar telah memberikan andil yang tidak sedikit
dalam perekonomian nasional dan daerah. Oleh karena itu koperasi dan UMKM juga
memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi penerimaan daerah melalui PAD
(Penghasilan Asli Daerah) dan dana bagi hasil pajak.

Universitas Kristen Maranatha



Bab | Pendahuluan

Sebagai unit usaha yang mendominasi pasar Indonesia, UMKM
membutuhkan banyak sumber dana untuk berkembang. Di sekitar tahun 2005, akses
sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal masih dipandang
sebagai hambatan besar terhadap perkembangan UMKM. Walau begitu, komitmen
pemerintah pada pembiayaan UMKM sekarang telah menghapus hambatan tersebut.
Hal ini ditunjukkan oleh data tahun 2009. Setidaknya bagi high-end SME (UMKM
yang menantang bisnis baru, yang didirikan dan dioperasikan oleh wirausahawan
dengan motivasi tinggi untuk sukses dan inovasi dan mencakup start-up dan
emerging business), sebagian besar dana UMKM berasal dari bank (68.4%) dan
perusahaan keuangan (38,9%), sementara sisanya dari keluarga, kerabat, teman, dan
peminjam uang (14,7%), dan program pemerintah (14,7%). Sekarangpun, Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) telah berfokus pada UMKM dalam penyediaan modal
lewat berbagai skema kredit.

Undang-Undang mewajibkan warga negara yang memiliki penghasilan untuk
membayar pajak. Telah ada banyak landasan hukum untuk perpajakan bagi UMKM.
Undang-undang ini antara lain UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 18/2000
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjuanal Atas Barang
Mewah, dan UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Untuk menarik minat UMKM dalam hal perpajakan, maka pemerintahan
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 (yang mulai berlaku
pada tanggal 1 Juli 2013), merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak

yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pada tanggal 13 Juni 2013 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah No. 46 tahun 2013 (PP 46/2013). Peraturan ini mulai berlaku efektif
sejak 1 Juli 2013. Dengan diterbitkannya PP 46/2013, orang pribadi maupun badan
dengan omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenai pajak final

sebesar 1% dari omzet bulanan.
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Maksud dari Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah kemudahan dan
penyederhanaan aturan perpajakan; mengedukasi masyarakat untuk tertib
administrasi; mengedukasi masyarakat untuk transparansi; memberikan kesempatan

masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 yaitu memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat; terciptanya
kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan tujuan
tersebut maka hasil yang diharapkan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No.
46 tahun 2013 yaitu penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk
mensejahterakan masyarakat meningkat.

Pengenaan pajak Peraturan Pemerintah No. 46/2013 ini dilandaskan pada
Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh yaitu dengan menggunakan Peraturan Pemerintah
(PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana
dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya
yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto
(omzet ). Pasal 17 ayat (7) UU PPh yaitu pada intinya penerbitan PP 46 Tahun 2013
ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan.

Dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 untuk
memberikan kemudahan bagi UMKM dalam berkontribusi dalam penyelenggaraan
Negara maka saya hendak mengangkat topik mengenai “Pengaruh Pemahaman
UMKM akan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak di Kelurahan Cibadak Kota Bandung”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dirumuskan masalah tentang
Pengaruh Pemahaman UMKM akan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Cibadak Kota Bandung:
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Apakah Pemahaman UMKM akan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 akan
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Cibadak Kota

Bandung?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis dan
mengetahui seberapa besar signifikansi Pengaruh Pemahaman UMKM akan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di
Kelurahan Cibadak Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik kepada

berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Sebagai bahan mesukan yang dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak dan evaluasi dalam
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46.

2. Bagi Peneliti
Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah kemampuan analisis
dan wawasan tentang pengetahuan perpajakan.

3. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau
bahan acuan untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan
khususnya tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 46 guna

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
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